SALINAN

BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 65 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 34 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Bupati Sekadau Nomor 34
Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah Tahun Anggaran 2020 belum cukup
mengatur mengenai pelaksanaan dan pembiayaan
kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus
(DAK) Non Fisik yang petunjuk teknisnya telah
ditetapkan oleh Pemerintah melalui kementerian

b. terkait;

bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaporan,
penggunaan dana  dan pertanggungjawaban
pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana
Alokasi Khusus Non Fisik sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dipandang perlu merubah Peraturan
Bupati Sekadau Nomor 34 Tahun 2019 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun
Anggaran 2020 dengan Peraturan Bupati Sekadau,;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Ngara Republik Indonesia
Nomor 3851);




Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten
Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4344);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015




10.

11.

il

13.

14.

15

16.

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi  Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 51695);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan




Menetapkan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 310)

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun
2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020;

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi
Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran
2020;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010
Nomor 2);

20. Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sekadau Nomor 7);

21. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 34 Tahun 2019
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun
Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam batang tubuh, Lampiran [ dan
Lampiran Il Peraturan Bupati Sekadau Nomor 34 Tahun
2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja

dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun



Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun
2019 Nomor 34), diubah sebagai berikut:

1.

Ketentuan dalam Pasal 1 diantara angka 3 dan angka
4 disisipkan satu angka yaitu angka 3A, sehingga

Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sekadau.

2. Bupati adalah Bupati Sekadau.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

3A. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Keehatan
yang selanjutnya disebuta DAK Nonfisik Bidang
Kesehatan adalah dana yang dialokasikan ke
daerah untuk membiayai operasional kegiatan
program priorotas nasional dibidang kesehatan
menjadi urususan derah guna meningkatkan akses
dan mutu pelayanan kesehatan di daerah.

4. Tahun Anggaran adalah tahun pelaksanaan APBD
yang dimulai dari Januari sampai dengan 31
Desember tahun berjalan, kecuali ditetapkan lain
dalam Peraturan Perundang-undangan yang lebih
tinggi.

5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat TAPD adalah tim yang dipimpin oleh
Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas
menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati
dalam rangka menyusun APBD yang anggotanya
terdiri dari perencana daerah, PPKD dan pejabat
lainnya sesuai dengan kebutuhan.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang berada di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sekadau.

7. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang
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selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen
perencanaan dan penganggaran yang berisi
rencana pendapatan, rencana belanja program dan
kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai
dasar penyusunan APBD.

Standar Biaya adalah besaran biaya yang
ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan
biaya kegiatan.

Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang
ditentukan pada waktu tertentu untuk
penghitungan biaya komponen masukan kegiatan
yang ditetapkan oleh Bupati.

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang
kewenangan  penggunaan  anggaran  untuk
melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang
dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang
ditunjuk dan diberi kuasa untuk melaksanakan
sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang
selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat
yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan
pada SKPD.

Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu SKPD
yang selanjutnya disingkat PPKP-SKPD adalah
pejabat pembantu yang melaksanakan fungsi tata
usaha keuangan pada SKPD.

Pejabat  Pelaksana  Teknis Kegiatan yang
selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada
unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau
beberapa kegiatan dari suatu program sesuai
dengan bidang tugasnya.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat BUD adalah PPKD bertindak dalam
kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya

disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi
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kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional
yang  ditunjuk untuk menerima, menyimpan,
menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan
daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada
SKPD.

Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat
fungsional pembantu yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan
uang pendapatan daerah dalam  rangka
pelaksanaan APBD pada SKPD.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional
yang ditunjuk menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggung-jawabkan uang untuk keperluan
belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD
pada SKPD.

Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat

fungsional pembantu yang ditunjuk menerima,

menyimpan, membayarkan, menatausahakan,
dan mempertanggungjawabkan uang untuk

keperluan  belanja  daerah dalam  rangka
pelaksanaan APBD pada SKPD.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat
PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur
Sipil Negara.

Non PNS adalah Pegawai Tidak Tetap yang ada
dilingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
diangkat Pengguna Anggaran/Kepala SKPD.

Orang per Kegiatan yang selanjutnya disebut OK
adalah penyebutan untuk satuan orang persatuan
kegiatan.

Orang per jam yang selanjutnya disebut OJ adalah

penyebutan untuk satuan orang persatuan jam.




25. Orang per hari yang selanjutnya disebut OH adalah
penyebutan untuk satuan orang persatuan hari.
26.Orang per bulan yang selanjutnya disebut OB
adalah penyebutan untuk satuan orang persatuan
bulan

27.0rang per tugas yang selanjutnya disebut OT
adalah penyebutan untuk satuan orang persatuan
tugas.

28.0Orang per Paket yang selanjutnya disebut OP
adalah penyebutan untuk satuan orang persatuan
paket pekerjaan.

2. Ketentuan Pasal 13, ditambah 1 ayat yaitu ayat (4)
sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Standar biaya adalah standar biaya pada kelompok
belanja langsung yang merupakan batas tertinggi
dalam pembiayaan satuan belanja.

(2) Standar biaya pada kelompok belanja langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Belanja pegawai; dan
b. Belanja barang dan jasa

(3) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
yang rinciannya belum diatur dalam Peraturan
Bupati ini ditetapkan lebih lanjut dengan
keputusan Bupati.

(4) Standar biaya untuk pelaksanaan kegiatan yang
bersumber dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang
telah diatur secara baku, mengacu pada standar
biaya yang tercantum dalam Petunjuk Teknis
Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik bidang
tertentu yang telah ditetapkan Pemerintah melalui
kementerian terkait.

3. Ketentuan Pasal 14, ditambah 1 ayat yaitu ayat (3)
sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:




Pasal 14

(1) Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 ayat (1) merupakan standar dalam penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah baik dalam masa penyusunan APBD maupun
Perubahan APBD.

(2) Rincian standar biaya pada kelompok belanja
langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 13
ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

(3) Rincian standa biaya untuk kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) tercantum dalam
Lampiran II angka romawi III sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari Perarutan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Sekadau

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 2 November 2020

PENJABAT SEMENTARA
BUPATI SEKADAU,
TTD
SRI JUMIADATIN

Diundangkan di Sekadau

pada tanggal 2 November 2020

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,
TTD

FRANS ZENO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2020 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,

RADIUS, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19810910 200803 1 001



